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DEMOKRASI DAN PEMILU PRESIDEN 2019
DEMOCRACY AND THE 2019 ELECTION

Sejak era Reformasi, Indonesia sudah menggelar empat kali pemilu. Tetapi, pemilu ke lima
tahun 2019, khususnya, pemilu presiden (pilpres) memiliki konstelasi politik yang lebih menyita
perhatian publik.Sebagaimana diketahui, untuk kedua kalinya Joko Widodo (Jokowi) kembali
berhadapan dengan Prabowo Subianto, head to head, untuk memperebutkan kursi presiden.
Memanasnya kontestasi pilpres 2019 juga diwarnai dengan polarisasi politik antara kedua kubu
pendukung capres. Tak ayal bara pilpres pun cenderung semakin mempertajam timbulnya
pembelahan sosial dalam masyarakat.

Tulisan ini mencoba melihat demokrasi Indonesia melalui fenomena pilpres 2019 yang merupakan salah
satu sarana untuk memilih pemimpin secara demokratis. Ritual politik lima tahunan tersebut menarik
untuk dilihat di tengah tingginya pro-kontra terkait kinerja pemerintah dan pentingnya semua pihak
untuk selalu menjaga stabilitas sosial politik nasional dan keutuhan NKRI.

Demokrasi secara sederhana dapat dimaknai sebagai ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat’. Namun, untuk mewujudkan makna tersebut tidaklah mudah karena demokrasi memerlukan
proses panjang dan tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, seperti proses konsolidasi demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, proses demokrasi yang berlangsung dipengaruhi beberapa faktor,misalnya
budaya politik, perilaku aktor dan kekuatan-kekuatan politik. Proses demokrasi (demokratisasi) tersebut
berlangsung relatif dinamis, khususnya sejak Pemilu 1999. Dinamikanya, bahkan, semakin pesat dan
semarak setelah dilaksanakannya pemilu presiden secara langsung sejak 2004 dan pemilihan kepala
daerah (pilkada) secara langsung sejak 2005.

Demokrasi yang berlangsung di daerahdaerah merupakan landasan utama bagi berkembangnya
demokrasi di tingkat nasional. Sementara itu, proses demokrasi yang berlangsung di tingkat nasional
(setelah tiga kali melaksanakan pemilu presiden langsung) menunjukkan arah yang tak mudah,
khususnya dalam hal membangun kualitas pilpres dan pendalaman demokrasi (deepening democracy)
atau konsolidasi demokrasi. Proses ini krusial karena semua tahapan yang dilalui dalam pilpres akan
berpengaruh terhadap kualitas tata kelola pemerintahan.



Pelaksanaan pilpres pada dasarnya juga merupakan tindak lanjut perwujudan prinsipprinsip demokrasi
yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan, khususnya dalam hak
politik. Pendalaman demokrasi juga dapat dipandang sebagai upaya untuk merealisasikan pemerintahan
yang efektif. Menurut Migdal (1988), negara dan masyarakat seharusnya saling bersinergi sehingga bisa
saling memperkuat perannya masing-masing. Partisipasi masyarakat (political participation),
menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

Demokrasi Indonesia yang berjalan selama 21 tahun (1998-2019) masih diwarnai prosedural ketimbang
substantif. Masalahnya kepastian sosial politik (social political certainty) terasa menjauh seiring dengan
hadirnya keriuhan, kegaduhan, penistaan agama, isu intoleransi, masalah kebhinekaan yang
menimbulkan konflik/ sengketa dan silang pendapat serta berita-berita hoax yang muncul tanpa henti.
Dinamika politik menjelang pemilu 2019cenderung memanas, terutama terkait tuduhan kecurangan.
Selain persoalan hoaks dan ujaran kebencian, isu politisasi agama dalam pilpres 2019 menjadi salah satu
hal yang paling menonjol dalam masa kampanye. Dampaknya, demokrasi yang terbangun menafikan
nilai-nilai budaya positif, seperti saling menghargai/menghormati, saling mempercayai dan saling
berempati.

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan sarana dan momentum terbaik bagi rakyat,
khususnya, untuk menyalurkan aspirasi politiknya, memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif
dan presiden/wakil presidennya secara damai. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu (pemilu legislatif,
pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden) dan pelembagaan sistem demokrasi mensyaratkan
kemampuan bangsa untuk mengelola politik dan pemerintahan sesuai amanat para pendiri bangsa.
Pemilu serentak 2019 tak lepas dari isu politisasi identitas dan agama. Fenomena politisasi identitas dan
agama juga diwarnai dengan berebut suara muslim. Pemilu bukan hanya penanda suksesi
kepemimpinan, tapi juga merupakan koreksi/ evaluasi terhadap pemerintah dan proses deepening
democracy untuk meningkatkan kualitas demokrasi yang sehat dan bermartabat.

Dalam konteks pilpres 2019 tampaknya tidak semua pihak menyadari pentingnya nilainilai budaya
sendiri sebagai perisai ketahanan sosial bangsa di mana empat pilar kebangsaan Indonesia (yaitu
Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) berakar dari falsafah dan sejarah hidup bangsa.
Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan demokrasi yang substansial, reformasi politik dan pemilu
juga menuntut lahirnya reformasi birokrasi yang profesional terbebas dari pragmatisme dan kooptasi
partai politik dan penguasa. Ketidaknetralan birokrasi dalam pemilu bisa berakibat pada lemahnya
legitimasi kinerja pemerintah, penyelenggara pemilu dan hasilnya.

Sejak era reformasi masalah reformasi birokrasi dan demokrasi di Indonesia telah menjadi isu sentral
dan perdebatan publik. Krusialnya isu reformasi birokrasi ini tidak dapat dilepaskan dari tuntutan rakyat
yang semakin kuat agar birokrasi menjadi ‘abdi rakyat’ adalah sulit diingkari bahwa kualitas birokrasi
yang buruk menjadi salah satu sumber keterbelakangan Indonesia.
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